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Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan 
Menyebarkan Pornografi “Cyberporn”. (Studi Kasus 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana 
terhadap pelaku yang menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara 
Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks. 
Dalam pencapain tujuan tersebut penelitian dilakukan di Pengadilan 
Negeri Makassar. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan 
kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data 
skunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri 
Makassar. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis 
dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber 
yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan 
menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian pertama, Dasar hukum terhadap pelaku penayangan 
pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara 
putusan nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa 
Penuntut Umum memperhatikan asas lex speciali derogate legi genarale yaitu 
ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat 
umum. kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi 
dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut 
Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 
(1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong 
perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena 
penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup 
masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan 
kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan 
efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, 
teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, 
kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap 
meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. 
Sikap ketergantungan, keteledoran, kesalapahaman atau kesengajaan dalam 
menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak 
diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif
1
. 
Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada 
akhir abad ke-20 adalah Internet. Teknologi internet membawa manusia pada 
peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas 
nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah cyberspace
2
. 
Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia 
                                                           
1 Widyopramono, Kejahatan di Bidang Komputer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 28 
2Yasraf Amir Piliang, Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi, 
tersedia pada http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-
dalam-era inf. 
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global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi 
masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (cybercommunity). 
Cybercommunity adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang 
tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun 
dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas
3
. Dalam masyarakat 
maya, metode kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, 
ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, membangun 
kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain. 
 Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat 
dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa 
internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan 
memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah 
diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat. 
 Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi cellular 
(handphone/smartphone) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan 
bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan 
tiket (tiket pesawat, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telepon, 
listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara online. 
Fenomena tersebut menunjukan bahwa kebutuhan masyarakat modern 
terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi. 
                                                           
3M.Burhan Bungin, Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan 
Perayaan Seks di Media Massa”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 27; 
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Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai 
permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain 
yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan 
memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasiskan 
teknologi saat ini. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media 
internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur 
pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah 
cyberporn. Untuk mendapatkan situs porno atau biasa disebut cyberporn pada 
internet, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet 
(computer network) tertentu. Website yang mendapat fasilitas situs porno 
atau cyberporn memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna 
memberikan layanan berupa gambar atau video porno.   
 Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna 
internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai 
mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan 
merusak moral generasi muda. Kebanyakan dari mereka awalnya 
meggunakan internet untuk mecari tugas sekolah/kuliah, chatting, dan 
menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti 
Facebook, Twitter, Path, Wechat dan sebagainya. Namun, lambat laun tidak 
sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang 
menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi. 
Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan yang 
menyatakan bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh 
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mengakses situs ini. Hal ini tentu saja tidak efektif karena pengguna atau user 
yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs 
tersebut.  
Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Isro ayat 32 
                    4 
Terjemahnya : 
dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Al Isro’ 32).  
 
 Situs-situs porno yang beredar di internet saat ini sebagian besar 
memang dibuat oleh orang Asing dan menampilkan foto dan video porno 
yang dibintangi oleh orang-orang Asing, namun belakangan bermunculan 
situs-situs lokal yang seakan tidak mau kalah dengan situs porno buatan 
Asing, situs-situs lokal ini menyajikan foto dan video porno yang 
menampilkan orang Indonesia sebagai objeknya.  
 Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang 
mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal/Indonesia 
beredar di internet, yang memprihatinkan adalah orang-orang yang berada 
dalam di dalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi 
muda, seperti siswa/i yang masih duduk di bangku SMP, SMA dan 
Mahasiswa bahkan Anggota DPR pun terlibat di dalamnya. Gambar dan 
video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan 
                                                           
4 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang, T. Karya Toha Putra, 2010), h.  
388. 
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tontonan di media internet, melainkan hanya untuk dokumentasi pribadi 
namun pada akhirnya tersebar dan menjadi tontonan umum di internet. 
Kelalaian para pelaku yang tidak berhati-hati dalam menyimpan foto ataupun 
video rekaman pribadi mereka membuat pihak lain yang menemukan foto dan 
video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkannya di internet. 
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah 
disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang 
merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam 
mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi 
muda, anak-anak dan perempuan.   
 Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak 
negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak 
yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun “pelaku 
sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai 
perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada pasal 281, pasal 
282, pasal 283, pasal 532, pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHPidana) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah 
menentukan hukumannya
5
.  
 Segi historis terlihat bahwa KUHPidana kita dirancang bukan 
untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. 
KUHPidana dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir 
tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan 
                                                           
5Neng Djubaedah,2011, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif 
Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta), h. 3.  
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berfikir dari pembentuknya dengan keadaan zaman yang berkembang pada 
sekarang ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHPidana 
terhadap persoalan cyberporn. 
 Dalam KUHPidana, pornografi merupakan kejahatan yang 
termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (zadelijkheid) yang 
termuat dalam pasal 282 KUHPidana, perbuatan-perbuatan yang tercantum 
dalam pasal 282 KUHPidana baik yang terdapat dalam ayat(1), (2) maupun 
(3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu :  
(a) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-
terangan, tulisan dan sebagainya, 
(b) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar 
atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau 
ditempelkan dengan terang-terangan. 
(c) Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan 
menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan 
sebagainya boleh didapat. 
 
Berdasarkan pasal tersebut di atas dan penafsirannya mengenai makna 
pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-peruahan yang menggeser 
makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan 
teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. 
Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki 
warung internet (Warnet), perkantoran maupun pribadi tidak dapat 
dikategorikan sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan 
dalam pasal 282 KUHPidana. 
Sebenarnya apa yang dikatakan dimuka umum dalam hal ini harus 
ditafsirkan secara lebih luas. Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana 
cyberporn karena tidak adanya hukum yang mengatur, Pemerintah merasa 
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perlu untuk membuat Undang-Undang khusus yang mengatur masalah ini. 
Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Tranksaksi Elektronik, bulan April 2008 lalu, dijelaskan 
tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. pasal 27 ayat (1) UU 
ITE mengatur bahwa : 
Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan.  
 
Masalah cyberporn lebih khusus diatur dalam pasal 4 Ayat (2) UU 
Pornografi bahwa: 
Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi 
adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan 
atau koorporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, 
telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan 
barang cetakan lainnya. 
Pengaturan masalah cyberporn pada Undang-Undang pornografi 
memang cukup terperinci, seakan tidak memberi celah sedikitpun kepada 
para pelaku untuk melakukan tindak pidana cyberporn. Disamping itu 
Undang-Undang pornografi juga diharapkan dapat membentengi masyarakat, 
khususnya anak-anak, remaja, perempuan dan keluarga dari bahaya 
pornografi. 
Namun dalam Undang-Undang pornografi juga terdapat permasalahan 
yang sama dengan UU ITE tentang batasan-batasan pornografi yang kurang 
jelas, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai 
porno atau tidaknya sesuatu. Para pelaku tindak pidana cyberporn, baik itu 
pemilik website atau orang-orang yang menjadi objeknya tidak akan 
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segampang itu untuk ditangkap dan diadili. Pemilik website yang menyajikan 
tontonan yang memuat unsur pornografi bisa saja bukan berasal dari negara 
Indonesia, dengan kata lain hukum Indonesia tidak berlaku padanya. 
Walaupun pelaku merupakan orang Indonesia dan berada di Indonesia, 
Pemerintah tetap akan terbentur pada masalah pembuktian. Karena pemilik 
website dapat memalsukan identitas dirinya.  
Pemerintah juga akan menghadapi masalah dengan orang yang 
menjadi objek dari tindak pidana cyberporn. Orang-orang yang menjadi objek 
cyberporn bukanlah orang-orang terkenal yang gampang dicari, untuk 
melacak keberadaan mereka perlu waktu yang panjang. Sebaliknya orang-
orang terkenal mejadi objek tindak pidana cyberporn selalu berkilah kalau 
foto atau video yang menampilkan dirinya sebagai objek bukanlah asli. Atau 
apabila keaslian foto atau rekaman video tersebut telah dibuktikan oleh ahli, 
mereka lantas akan berkata kalau itu adalah dokumentasi pribadi mereka, dan 
mereka tidak tahu mengapa sampai tersebar di internet. 
Pada tahun 2010 publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video 
porno mirip artis yang tersebar lewat internet, artis yang terlibat didalam 
video tersebut diduga antara lain vokalis grup band peterpan, Ariel, dan dua 
orang selebritis Luna Maya dan Cut Tari. Dalam perkembangan kasusnya, 
Ariel kemudian ditahan karena melanggar pasal-pasal yang telah di sebutkan 
diatas, menyusul kemudian Rejoy, orang yang diyakini pertama kali 
mengunduh video seks Ariel ke internet juga ditahan. Pada tanggal 31 Januari 
2011, Ariel akhirnya dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dikurangi masa tahanan, 
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yang menarik adalah meski terbukti melakukan penyebaran video seks 
tersebut, Rejoy hanya dihukum selama 2 tahun penjara dikurangi masa 
tahanan, serta denda Rp.250 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
6
 
Didalam Undang-Undang pornografi yaitu pasal 4 ayat (1) dan 
penjelasan pasal 6 terdapat pengecualian terhadap pembuatan, pemilikan, atau 
penyimpangan produk pornografi. Hal ini terlihat bahwa Undang-Undang 
pornografi membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan 
tersebut tidak mengatur secara rinci yang bagaimana bisa dikategorikan 
pengecualian, sehingga boleh dikatakan belum ada kepastian hukum. Tetapi 
jika tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan pelayanan 
kesehatan itu dibolehkan dengan batasan yang ditentukan dalam Undang-
Undang pornografi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penyusun tertarik untuk 
mengkajinya lebih jauh tentang ketentuan pertanggungjawaban cyberporn 
secara normatif dan sosioligis. Sehingga penyusun tertarik melakukan 
penelitian dengan judul : 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan 
Pornografi “Cyberporn” ( Studi Kasus Putusan Nomor 
1302/Pid.B/2008/PN.Mks). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang 
menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
                                                           
6 Surat Kabar Harian Kompas, 2010, h. 12 
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1. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku yang menyiarkan dan 
menyebarkan pornografi ? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana menyiarkan                       
dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 
1302/Pid.B/2008/PN.Mks ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tercapailah pointer 
fokus sebagai representasi dan fokus penelitian yaitu mengenai pertanggung 
jawaban pidana atas cyberporn oleh pemilik website. 
Adapun deskripsi fokus merujuk pada aturan hukum dan penanganan 
yang tepat terhadap penyebaran cyberporn melalui media online atau dunia 
maya. 
Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographia yang 
secara harfiah diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur 
atau penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan 
tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Dalam perkembangannya, 
pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan 
persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, 
budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.
7
 
Cyberporn yaitu suatu tindakan kejahatan pornografi dengan 
menyebarkan atau menyiarkan gambar atau video asusila yang dilakukan oleh 
                                                           
7http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi, Diakses pada tanggal 10 desember 2014. 
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seseorang dengan sengaja kemudian disebarkan melalui media online atau 
dunia maya.  
Pengertian yuridis yaitu membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang 
telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan atau tindak pidana dan 
dihukum atau diancam sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Analisis sosiologis merupakan usaha untuk menganalisis suatu 
keadaan atau masalah sosial secara objektif sehingga akan diketahui sejauh 
mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial menyebabkan 
masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah 
sosial.  
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 
dalam skipsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum terhadap pelaku yang 
menyiarkan dan menyebarkan  pornografi. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana terhadap pelaku yang 
menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 
1302/Pid.B/2008/PN.Mks 
Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah: 
1. Manfaat dari segi teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum 
pidana dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggung 
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jawaban pidana terhadap kepemilikan website pornografi dalam dunia 
maya atau cyberporn. 
2. Manfaat dari segi praktis  
Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan formulasi ini 
diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, 
serta dapat memberikan konstribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator 
dalam upaya penanggulangan cyberporn di Indonesia. Dengan pendekatan 
kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek 
lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat 
menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang dapat menjangkau kejahatan 
didunia maya ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana 
Indonesia dimasa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pornografi 
Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographia, 
yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang 
pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan 
untuk membangkitkan rangsangan seksual
1
. Secara Etimologi menurut Adami 
Chazawi, mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata, yakni 
pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan 
dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau 
artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau 
menyerang rasa kesusilaan masyarakat
2
. 
Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi 
didefinisikan sebagai berikut : 
1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk 
membangkitkan nafsu birahi; 
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk 
membangkitkan nafsu birahi atau seks.
3
 
Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi 
antara lain: 
                                                           
1 Lihat Defenisi Pornografi, tersedia pada http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi 
2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, raja grafindo 
persada,Jakarta, 2005, h. 22 
3 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II. 
Balai Pustaka, jakarta. 1997,  H. 782 
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1. Arief Budiman4, mengemukakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang 
berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas 
diungkapkan secara terbuka kepada umum. 
2. Wirjono Prodjodikoro5, mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan, 
gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau 
menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang 
yang membaca atau melihatnya. 
3. HB. Jassin, mengemukakan bahwa pornografi adalah setiap tulisan atau 
gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk 
merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi 
bersayap dan ngelayap ke daerah daerah kelaminan yang menyebabkan 
syahwat berkobar kobar
6
. 
Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, 
yaitu sebagai berikut :
7
 
1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan 
istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat: media-media 
pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat; 
                                                           
4M.Sofyan Pulungan, Pornografi, Internet Dan RUU ITE, 
http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm, Diakses pada tanggal 10 Desember 
2014. 
5 Wirjono Prodjodikoro, , tindak-tindak pidana tertentu di indonesia, PT.Eresco,Jaarta-
Bandung,. 1980, h. 118 
6 Lihat artikel “Apa Itu Pornografi”,   
http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/index.phpmodul=text&page=detail&textID=
287, Diakses pada tanggal 10 desember 2014 
7 Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, (Jakarta, Darul Falah, 
2005), h.29; 
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2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. 
Contohnya pada kalimat: Cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi. 
Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro dan 
kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi 
(RUU APP). Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku saat ini, 
tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut : 
1) Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282-283 
KUHPidana). 
2) Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau 
merangsang nafsu birahi (pasal 532-533 KUHPidana). 
Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya 
istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak 
dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. 
Oleh karena itu Rancangan KUHPidana 2005 merumuskan tindak pidana 
yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi 
dan memberikan pengertiannya didalam Buku I tentang Ketentuan Umum, 
yaitu pada pasal 203 Rancangan KUHPidana 2005, yang isinya sebagai 
berikut : 
“Pornografi” adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat 
untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, 
kecabulan, dan/atau erotika”. 
 
Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan 
pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa 
pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini 
16 
 
beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi di masa 
lalu , yaitu : 
1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas 
seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini 
sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk 
membangkitkan nafsu seksual; 
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei ditemukan lukisan- lukisan 
porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-
gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk 
jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.
8
 
Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak 
penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi 
pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis 
di daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan 
penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, 
seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik. 
Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat mulai muncul komik-komik 
porno yang dikenal dengan Kitab Suci Tijuana. Pada tahun 1950-an mulai 
beredar majalah Playboy dan Modern Man yang menampilkan foto-foto 
perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homo seksual, 
kelompok seks dan aktivitas seks lainnya. 
                                                           
8Sejarah Pornografi,http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi diakses  pada 10 desember 
2014. 
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Perkembangan selanjutnya, industri pornografi memanfaatkan media 
film/video kaset. Film Facts, merupakan film porno pertama yang dapat 
diketahui tahun pembuatannya, pada tahun 1908 di Perancis. Sementara Film 
The Boys in the Sand umumnya dianggap sebagai film pertama yang 
menggambarkan adegan porno homoseksual.  
Pada tahun 1929 di Indonesia diputar film Resia Boroboedoer yang 
pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini 
dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak 
pantas ditonton. 
Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film yang 
ditayangkan di bioskop yang mengandung pornografi, seperti Gairah Malam, 
Ranjang Ternoda dan film-film WARKOP, memasuki pasaran dengan 
konsumen sebagian besar dari kalangan remaja.  
Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. 
Secara garis besar, didalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa 
varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno 
suara, porno aksi dan porno media.
9
 
Saat ini banyak sekali media, produk dan program acara yang 
digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, 
teka teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, 
kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, 
foto, layanan premium call, SMS, MMS, video klip musik, video game, plays 
                                                           
9 M.Burhan Bungin, Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi 
Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h. 124; 
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station, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD, DVD dan situs 
internet. 
Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat 
dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan 
memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya E-mail, 
Egoverment, E-learning,  E-Banking dan lain-lain. Namun selain sisi positif 
tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai 
media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah cyberporn. 
Internet merupakan media yang strategis bagi industri pornografi, 
karena mudah dalam penyebarannya, online 24 jam, bersifat non sensor dan 
kebanyakan negara masih sangat lemah berkaitan dengan cybercrime atau 
cyberlaw. Menurut perkiraan, 40 % (persen) dari berbagai situs di website 
menyediakan bahan-bahan porno. Situs-situs porno tidak hanya monopoli 
situs Asing, karena situs-situs lokal juga bertebaran di dunia maya. 
Berkembang pesatnya industri cyberporn dan munculnya situs-situs porno 
lokal, salah satunya disebabkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. 
Menurut hasil riset Jupiter Research pada bulan Oktober 2002, 
pendapatan bisnis situs porno di Amerika Serikat, mencapai US$ 400 juta 
pada tahun 2006, meningkat lebih jauh dibandingkan tahun 2001 yang hanya 
mencapai US$ 230 juta
10
. 
 
 
                                                           
10 Gloria G Brame, How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On, 1996, 
http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm, Diakses pada tanggal 11 Desember 2014 
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B. Dampak Negatif Cyberporn 
Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu 
muncul bersamaan dengan terciptanya teknologi baru. Industri pornografi 
selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan 
sarana komunikasi dimasyarakat. 
Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting dan lain-lain telah 
menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif. 
Apabila diamati, mAsing-mAsing tipe pornografi memiliki media 
yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat 
ini, semua tipe media pornografi tersebut masih ada dan beredar di 
masyarakat. 
Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk 
penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah cyberporn dan internet 
pornography. Dalam situs cyberporn didefinisikan sebagai “materi pornografi 
yang tersedia online” (Pornographic material available online)11. 
Dalam situs http://encyclopedia.thefreedictionary.com defenisi 
internet pornography adalah pornography that is distributed via the Internet, 
primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups
12
. 
Definisi ini menunjukkan bahwa cyberporn merupakan penyebaran 
bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, 
gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet 
                                                           
11http://www.computeruser.com/resaurces/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C; 
Diakses pada tanggal 12 Desember 2014. 
12 http://encyclopedia.thefreedictionary.com, Diakses pada tanggal 12 Desember 2014 
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dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs 
majalah dan koran. Misalnya situs playboy.com atau situs situs hiburan dan 
lain-lainnya. 
Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah 
lain selain cyberporn, seperti pornography in cyberspace, cyber child 
pornography, on-line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber 
romance, cyber affair, online romance, sex on-line, cybersex addicts, cyber 
sex offender. 
Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat 
dijumpai dan dibuka setiap saat. Menurut perkiraan, 40 % (persen) dari 
berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu. 
Menurut William B Kurniawan , Direktur Manajer Aneka CL-Jejak 
Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang 
ditemukan di dunia maya
13
. Selain melalui situs, berbagai mailing-list juga 
menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang 
cukup banyak. Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan 
oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku 
pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Topik-topik 
yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik 
yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. 
Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis 
bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih 
                                                           
13
 “Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak”, 
http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440 Diakses pada tanggal 11 desember 2014 
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mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari 
razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan 
memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak 
perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen 
secara sembunyi-sembunyi. 
Keuntungan lainnya adalah cyberporn tidak perlu mencari-cari 
konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan 
membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai 
dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. Dunia 
maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas 
bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya.  
Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri cyberporn. 
Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat, namun 
situs-situs porno bisa online 24 jam tanpa razia. Cyberporn saat ini telah 
berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional. 
Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua 
bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan 
komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan 
fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto 
porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio 
maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran on-line. 
Beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya mengungkap adanya 
modus penawaran Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui situs poskota.net. 
22 
 
Sekilas situs ini hanya berisi jual beli barang, konsultasi paranormal serta 
panti pijat, tetapi pada direktori tersembunyi, seperti diiklankan lewat media 
cetak, dapat ditemui sekitar 30-an foto perempuan dengan harga penawaran 
berkisar antara 1-4 juta per tiga jam, apabila berminat dapat menghubungi 
nomor telepon yang telah tercantum
14
. 
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai 
bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran 
masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.  
Korban cyberporn tidak hanya pada orang-orang yang melakukan 
penyimpangan seksual/perilaku, tetapi juga termasuk pelaku/model dalam 
cyberporn itu sendiri. Para pelaku/model cyberporn bisa saja merupakan 
korban dari trafficking. Seperti diketahui bahwa tujuan dari trafficking 
diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks dan pornografi. 
Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa 
dampak negatif, yaitu
15
: 
1. Dari segi finansial, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu 
untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan 
biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk 
berlangganan pornografi komersial; 
                                                           
14
www.sinarharapan.co.idberita030614opi01.html, Diakses pada tanggal 11 Desember 
2014 
15 “Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi”, 
http://www.menegpp.go.id/ Diakses pada tanggal 12 Desember 2014 
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2. Bagi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan seseorang 
menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka 
berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan. 
Beberapa kasus pemerkosaan pada awalnya disebabkan karena 
sebelumnya telah menonton video pornografi, baik melalui CD porno 
maupun cyberporn. Ironisnya sebagian kasus-kasus ini pelakunya adalah 
pelajar, baik siswa SD, SMP dan SMA. Korbannya adalah temannya sendiri 
atau bahkan saudara kandung.  
Pada masa-masa ini seharusnya merupakan waktu untuk anak-anak 
dan remaja belajar dan menuntut ilmu di sekolah dan bukan dihadapkan pada 
penderitaan, seperti penjara atau tanggung jawab yang besar, seperti menikah 
dan menjadi orang tua. 
Kekhawatiran akan dampak negatif cyberporn tidak hanya di 
Indonesia saja, tetapi juga di negara lain. Di Amerika Serikat banyak orang 
tua yang resah, karena kebebasan informasi yang disajikan oleh internet dapat 
meracuni jiwa anak-anaknya, terutama dari situs-situs pornografi yang vulgar. 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cybercensors melalui 
beberapa sofware, seperti Software Net Nanny dan Surf Watch
16
. 
Dampak negatif dari cyberporn yang luas dan berbahaya ini menuntut 
adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai 
instrumen yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk 
                                                           
16 http://www.horizon-line.comwebcyber.html Diakses pada tanggal 12 Desember 2014 
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penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk 
merumuskan kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan cyberporn. 
 Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan 
(termasuk cyber crime dan cyberporn) harus dilakukan dengan pendekatan 
integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan 
teknologi (techno prevention) karena cybercrime sebagai salah satu bentuk 
dari hitech crime, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif 
(terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional. 
Domain khusus situs anak ini bertujuan untuk memberi tingkat keamanan 
tinggi kepada anak-anak yang sering terhubung dengan internet yang berisi 
kekerasan dan pornografi. 
Hasil studi Uni Eropa menunjukkan, satu dari tiga anak yang 
berselancar di dunia maya terkena pengaruh konten kekerasan dan pornografi 
internet
17
. 
C. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan 
Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya 
kejahatan. Menurut Bonger, 22 kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti 
sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa 
penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan 
immoral
18
. 
Sementara Kartini Kartono yang menyatakan, bahwa secara sosiologis 
kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang 
                                                           
17 http://www.telkom.nettren_internet_detail.phpcid Diakses pada tanggal 12 Desember 
2014 
18 B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, Kriminologi, (Bandung, Tarsito, 1984), h.45; 
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secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, 
melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga 
masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang 
belum tercakup dalam Undang-Undang).
19
 
Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk 
penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-
norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku 
serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang 
bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat 
pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh 
manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih 
menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan 
ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau 
disebarluaskan pada semua orang. 
Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan 
eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya 
sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), 
maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental 
terhadap tata-tata nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya 
tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak 
itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. 
                                                           
19 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 126; 
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Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi 
hukumnya
20
. 
Dalam KUHPidana, pornografi diatur pada Buku II Bab XIV tentang 
Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran 
Kesusilaan.  
Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang 
berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam KBBI, Kesusilaan 
diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab, sopan santun, dan 
perilaku asusila
21
. Namun, untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya 
tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaan itu cukup luas 
dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di 
dalam masyarakat. Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang 
beragam dengan nilai nilai hidup yang berbeda-beda. 
Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang 
menggaris bawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan 
isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari 
moral agama
22
. 
Sementara menurut Barda Nawawi Arief, yang juga menggarisbawahi 
pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik 
kesusilaan juga harus berorientasi pada Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) 
                                                           
20 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 
Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 27; 
21
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 980; 
22
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti, 1996), h. 291; 
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yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan NKN yang hidup di 
dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari Produk Legislatif 
Nasional (berbentuk Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang)
23
. 
Menurut Roeslan Saleh, dalam penentuan delik-delik kesusilaan, 
hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, 
tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma 
kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya 
meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia
24
. 
Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi 
masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar 
atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (behaviour as to right or 
wrong, especially in relation to sexual matter)
25
. 
Delik kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi 
dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan 
terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana. 
Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab 
VI pasal 532-547 KUHPidana. 
Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam pasal 281-303 KUHPidana, 
meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 
a. Melanggar kesusilaan di muka umum (pasal 281); 
                                                           
23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 293 
24 Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek 
Hukum Dalam KUHP (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 109; 
25
 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3; 
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b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya 
tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (pasal 
282-283 KUHPidana); 
c. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan 
dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan 
seksual (pasal 284-296 KUHPidana); 
d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (pasal 297 
KUHPidana); 
e. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (pasal 
299 KUHPidana); 
f. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (pasal 300); 
g. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (pasal 301 
KUHPidana); 
h. Penganiayaan hewan (pasal 302 KUHPidana); 
i. Perjudian (pasal 303 dan 303 bis KUHPidana). 
Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran 
kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (pasal 532-547) adalah 
sebagai berikut : 
a. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno(pasal 532-
535); 
b. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 536-539); 
c. Berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (pasal 
540,541 dan 544); 
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d. Meramal nasib/mimpi (pasal 545); 
e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau 
memberi pelajaran ilmu kesaktian (pasal 546); 
f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (pasal 547).  
Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan 
masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan 
penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, 
trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan 26 hal-hal mistik. 
Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana 
yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan 
(pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (pasal 
532-533). 
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D. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
 
Tindak Pidana Atas Cyberporn Yang 
Menyiarkan Dan Menyebarkan 
Pornografi 
(Analisis Yuridis, Analisis Sosiologis) 
Dasar hukum: 
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 
 KUHP 
 
Pertanggung jawaban 
Pidana 
 Terlaksana 
 Tidak terlaksana 
Implementasi Undang-
Undang 
 Sesuai 
 Tidak sesuai 
  
 
 
Terwujudnya Tindak pidana 
terhadap penyiaran dan 
penyebaran pornografi di dunia 
maya 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang 
dipakai adalah penelitian yuridis sosiologis. Amiruddin mengemukakan 
bahwa penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggunakan data 
sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer 
atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian 
yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel 
sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 
(observasi), dan wawancara (interview).  
Penelitian ini akan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang 
berkaitan dengan Pornografi (cyberporn). Sedangkan menurut bentuk, 
penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif. Louise Kiddler 
mengemukakan bahwa penelitian evaluatif formatif merupakan penelitian 
yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena dari sebuah produk, program 
atau kebijakan yang menekankan pada efektivitas dari produk, program atau 
kebijakan tersebut. Adapun lokasi penelitian berlangsung di Pengadilan 
Negeri Kota Makassar. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis sosiologis. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai 
hukum, secara hukum dan menurut hukum
1
. 
Secara yuridis, penulis mengkaji mengenai ketentuan yang telah 
ditentukan dalam perUndang-Undangan terkait Pornografi (cyberporn). 
Sedangkan secara sosiologis, penulis melihat dari kenyataan yang ada di 
lapangan terkait efektifitas peraturan perUndang-Undangan tentang 
Pornografi (cyberporn) dan dampaknya terhadap masyarakat. 
C. Sumber Data 
Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data 
kualitatif yang terdiri atas: 
1) Data Primer 
Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-
hasil wawancara, dokumentasi dan observasi empiris. 
2) Data Sekunder 
Berupa data yang diperoleh dari berbagai literature yang relevan 
dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku 
(cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis, database 
software dan artikel (online dan offline). 
 
 
                                                           
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV. h. 
1567. 
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D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data-
data penelitian adalah observasi dan wawancara. Instrumen penelitian inilah 
yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakanan 
analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam 
bentuk kata–kata atau gambar,  data tersebut diperoleh dari hasil wawancara,  
catatan pengamatan  lapangan, potret,  dokumen perorangan, memorandum 
dan dokumen resmi,  sehingga dapat dilakukan untuk responden yang 
jumlahnya sedikit. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Dasar Hukum Terhadap Pelaku Penanyangan Pornografi Dalam Dunia 
Maya.  
Sebagaimana diketahui bahwa pembagian salah satu jenis pembagian 
hukum pidana adalah hukum pidana formil dan hukum pidana materil. 
Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum 
seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari 
hukum pidana materiil). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil 
atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana 
memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil, dan karena memuat 
cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, 
maka hukum ini dinamakan juga hukum acara pidana. Sedangkan hukum 
pidana materiil adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan 
pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. 
 
Dari sisi hukum pidana materil, Penulis akan terlebih dahulu 
menguraiakan Posisi kasus dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. 
 
1. Posisi Kasus 
 
Berikut ini Penulis akan menguraikan posisi kasus dalam Putusan 
Nomor : 1302/ PID. B/ 2008/ PN. Mks., sebagai berikut : 
Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor 
dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad 
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berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahruddin kesemuanya Anggota 
Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes Makassar (yang 
perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di sekitar Danau Tanjung 
Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor 
DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau Tanjung Bunga. 
Lalu Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir 
menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka 
Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir 
melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan 
saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I Jonas 
Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya “Apa yang 
kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” namun Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir tidak percaya 
bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki Anggreani Leo bahwa 
“Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun korban Assiddiq Darwis 
membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-apaji Pak” namun Terdakwa II 
Muh. Asis Tahir berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban 
Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas 
Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil 
sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam 
dan menyorot kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan 
saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban 
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Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil 
mengatakan “Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” 
sedangkan saksi Andi Fahruddin tetap berdiri di samping pintu mobil 
sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan 
aksinya. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. 
Azis tahir mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assidiq, 
langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin selaku 
ketua regu pasukan motor dan setelah diintrogasi maka saksi Harifin 
menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang. 
2. Dakwaan Jaksa penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan  dakwaan 
Alternatif  yaitu sebagai berikut : 
Pertama 
Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan 
terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi Fahruddin dan LK. Syahrul bin 
lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang 
tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2008, atau setidak-tidaknya 
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita 
bertempat di jalan Danau Tanjung Bunga Makassar, mereka melakukan 
perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang 
dilakukan dengan cara berikut: 
1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor 
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dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad 
berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahruddin kesemuanya 
Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes 
Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di 
sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna 
silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir 
menghadap ke danau Tanjung Bunga, lalu Terdakwa I Jonas 
Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri 
mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat 
sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan 
saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya 
“Apa yang kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” 
namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis 
Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo bahwa “Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun 
korban Assiddiq Darwis membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-
apaji Pak” namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak 
percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo 
mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa 
II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing 
memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot 
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kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul 
Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo 
dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan 
“Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan 
saksi Andi Fahruddin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil 
memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya. 
2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis 
Tahir mengambil gambar, korban Fitriani bersama saksi Assidiq, 
langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin 
selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diintrogasi maka saksi 
Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang. 
3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu 
berkepanjangan. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
ketetuan Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Kedua 
Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan 
terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi Fahruddin dan LK. Syahrul bin 
lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang 
tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2008, atau setidak-tidaknya 
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita 
bertempat di jalan Danau Tanjung Bunga Makassar, mereka melakukan 
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perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang 
dilakukan dengan cara berikut: 
1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor 
dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad 
berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahruddin kesemuanya 
Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes 
Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di 
sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna 
silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir 
menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas 
Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri 
mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat 
sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan 
saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir bertanya 
“Apa yang kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” 
namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis 
Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo bahwa “Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun 
korban Assiddiq Darwis membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-
apaji Pak” namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak 
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percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo 
mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa 
II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing 
memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot 
kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul 
Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo 
dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan 
“Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan 
saksi Andi Fahruddin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil 
memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya. 
2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis 
tahir mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assidiq, 
langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin 
selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diintrogasi maka saksi 
Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang. 
3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu 
berkepanjangan. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 Jo. 
Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. 
Ketiga 
Bahwa mereka terdakwa I. Jonas Bumbungan bersama dengan 
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terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi Fahruddin dan LK. Syahrul bin 
Lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang 
tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2008, atau setidak-tidaknya 
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita 
bertempat di jalan Danau Tanjung Bunga Makassar, mereka melakukan 
perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang 
dilakukan dengan cara berikut: 
1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor 
dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad 
berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahruddin kesemuanya 
Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes 
Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di 
sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna 
silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir 
menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas 
Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri 
mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat 
sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan 
saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I 
Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir bertanya 
“Apa yang kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” 
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namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis 
Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo bahwa “Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun 
korban Assiddiq Darwis membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-
apaji Pak” namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak 
percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo 
mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa 
II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing 
memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot 
kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul 
Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo 
dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki 
Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan 
“Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan 
saksi Andi Fahruddin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil 
memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya. 
2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis 
tahir mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assidiq, 
langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin 
selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diintrogasi maka saksi 
Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang. 
3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu 
berkepanjangan. Perbuatan terdakwa sebagaimana  diatur  dan  
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diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam 
persidangan  agar  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa I. JONAS BUMBUNGAN dan Terdakwa II. 
MUH. AZIS TAHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
“secara bersama-sama melakukan kejahatan kesusilaan” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam 
dakwaan pertama; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JONAS BUMBUNGAN 
dan Terdakwa II. MUH. AZIS TAHIR oleh karena itu dengan pidana 
penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para 
Terdakwa ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk 
Sony Ericsson type 1530 warna hitam dan 1(satu) buah Handphone 
merk Burk Beyond warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan; 
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah). 
4. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang 
Penulis kutip   pada   putusan   Nomor:   1302/Pid.B/2008/PN.Mks., 
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berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 
- Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diperhadapkan di muka 
sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 
atau 
2. Dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 27 ayat (10 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 
Tahun 2008 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau 
3. Dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana. 
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para 
Terdakwa telah mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah 
mengajukan Eksepsi; 
- Menyatakan barang bukti berupa : 
 1 (satu) buah handphonemerk Sony Ericson type 1530 warna hitam, 
dan 
 1 (satu) buah handphone merk Bink Beyond warna hitam ,dirampas 
untuk dimusnahkan; 
- Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat 
Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 
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Repliknya pada tanggal 03 Desember 2009, Demikian pula Penasehat 
Hukum Para Terdakwa megajukan Dupliknya pada tanggal 10 
Desember 2009; 
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokonya 
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : 
1) Saksi Fitriani Rizki Anggreani, 
2) Saksi Assidiq Darwis, 
3) Saksi Magdelana, dan 
4) Saksi Megawaty.; 
- Menimbang keterangan Para Terdakwa; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 
keterangan terdakwa-terdakwa dengan barang bukti diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut : 
 Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2008 sekitar jam 13.00 wita 
di pinggir Danau Tanjung Bunga telah terjadi peristiwa; 
 Bahwa benar peristiwa tersebut adalah di ketemukannya saksi Fitria 
dan saksi Assidiq duduk berduaan di dalam mobil yang menghadap 
ke Danau Tanjung Bunga; 
 Bahwa benar pada saat itu saksi Fitria dan saksi Assidiq didatangi 
oleh 4 (empat) oknum polisi; 
 Bahwa benar yang mendatangi saksi tersebut adalah Terdakwa Jonas 
Bumbungan, Terdakwa Muh. Azis Tahir, Andi Fahruddin dan 
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Syahrul Lahad yang melakukan patrol rutin dibawah pimpinan Andi 
Fahruddin; 
 Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Jonas hBumbungan berteman 
memerintahkan saksi Fitria membuka celana pendek dan celana 
dalamnya; 
 Bahwa benar setelah celana pendek dan celana dalam saksi Fitria 
terbuka Terdakwa Jonas Bumbungan dan Terdakwa Muh. Azis 
Tahir merekam/ memotret kemaluan saksi Fitria yang telah 
kelihatan; 
 Bahwa benar hasil rekaman tersebut diketahui oleh tema-teman saksi 
Fitria dan keluarganya; 
 Bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan kesusilaan; 
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih 
dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan baik atas diri maupun atas Perbuatan Terdakwa-
Terdakwa; 
- Hal-hal yang memberatkan 
 Perbuatan Terdakwa-Terdakwa merusak citra penegak hukum 
khususnya POLRI yang menjadi sorotan public; 
- Hal-hal yang meringankan 
 Terdakwa-Terdakwa sumber nafkah satu-satunya bagi keluarganya. 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang 
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terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa Muh. Azis 
Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
kejehatan kesusilaan; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jonas Bumbungan dan 
Terdakwa II Muh. Azis Tahir dengan masing-masing selam 3 (tiga) 
tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan; 
3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan 
Negara Makassar; 
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk 
Sony Ericson type 1530 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone 
merk Bink Beyond warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan; 
5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
Rp. 2.000,- (dua ribu). 
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi 
Sebelum Penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana 
penayangan pornografi yang diatur dalam UU Pornografi, Penulis terlebih 
dahulu ingin menjelaskan bahwa perkara dalam putusan nomor 
1320/PID.B/2008/PN. Mks., dimana kasus tersebut terjadi pada sekitar Bulan 
Oktober 2008 di Danau Tanjung Bunga, yang pelakunya adalah oleh Jonas 
Bumbungan dan Muh. Azis Tahir. Sedangkan UU No. 44 tahun 2008 tentang 
Pornografi baru diundangkan pada tanggal 26 November 2008. 
Terhadap pelaku yang membuat pornografi sekaligus merangkap 
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sebagai pelaku muatan pornografi yang pembuatan dan penyebarannya terjadi 
pada masa sebelum UU Pornografi berlaku, maka terhadap pelaku tindak 
pornografi tidak dapat diterapkan UU Pornografi. Alasannya adalah karena 
waktu orang yang melakukan perbuatan membuat pornografi pada masa 
sebelum tanggal 26 November 2008, yaitu tanggal berlakunya UU 
Pornografi, adalah berlaku asas tidak berlaku surut atau asas nonretroaktif. 
Sehingga dalam perkara ini, para terdakwa Jonas Bumbungan dan 
terdakwa Muh. Azis tahir didakwa telah melanggar ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHPidana, sebagai berikut: 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan 
perbuatan dan perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
yang tertuang di dalam ketentuan tersebut, dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal 
tersebut ditunukkan dengan dicantumkannya frasa “barang siapa” 
Dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pada 
dasarnya terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, oleh 
karenanya yang bersangkutan tidak dikualifikasikan sebagai manusia yang 
terganggu jiwanya. Hal ini diperkuat oleh A. Zainal Abidin
1
 yang 
menyatakan, bahwa terdakwa dianggap (fiksi) memenuhi persyaratan delik  
                                                           
1 Andi Zaenal Abidin. Hukum Pidana l.( Jakarta: Sinar Grafika  1995. Hlm 21) 
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untuk dipidana, yang mana hakim berpegang pada hal yang normal yaitu : 
1. Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu 
dianggap mampu bertanggungjawab; 
2. Barang siapa mewujudkan strafbar feit, dengan itu juga melakukan 
sesuatu yang disebut melawan hukum. 
Adapun  jika  ditinjau  menurut  unsur-unsur  pidana  yang  sesuai 
dengan Pasal 29 UU Pornografi, pidana pokok menurut UU Pornografi tidak 
menurut UU ITE, yang berbunyi bahwa : 
“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 
rupiah).” 
Sumber utama hukum materiil pada tindak pidana pornografi adalah 
UU  Pornografi,  UU  ITE  dan  KUHPidana.  UU  Pornografi  dan  UU  ITE 
adalah merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar 
KUHPidana. Pengaturan tindak pidana diluar KUHPidana terjadi karena 
perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu 
sendiri.  Dalam  Pasal  Pasal  103  KUHPidana  disebutkan  ketentuan-
ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku pertama, juga berlaku bagi 
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya 
diancam dengan pidana, kecuali undang-undang ditentukan lain. Demikian 
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pula pada Pasal 63 ayat (2) KUHPidana menyebutkan, jika suatu perbuatan 
masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang 
bersifat khusus itulah yang diterapkan. 
Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika 
suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum didalam pasal 
KUHPidana dan ketentuan pidana khusus. Maka yang yang dikenakan adalah 
ketentuan pidana yang bersifat khusus. Merupakan perwujudan dari asas “lex 
specialis derogate legi generali” yang artinya Undang-undang yang bersifat 
khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. 
Segi kemampuan pertanggungjawaban atau dapat memper-
tanggungjawabkan dari si pembuat atau unsur subjektif. Menurut Leden 
Marpaung
2,
 orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya 
adalah : 
a. Orang yang keadaan jiwanya sedemikina rupa sehingga ia tidak dapat 
menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan tidak menyadari 
akibat dari perbuatannya. 
Melihat keadaan para terdakwa berdasarkan surat putusan bahwa 
terdakwa tersebut dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tidak mengidap 
penyakit yang dapat merusak akalnya ataupun tidak hilang ingatan, tidak 
sakit jiwa dan tidak dalam tekanan orang lain, tidak tergolong dalam                   
dua point diatas dan melakukan secara sadar maka sebagai orang                      
unsur barang siapa, terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Jonas 
                                                           
2 Leden Marpaung. Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.52. 
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Bumbungan dan terdakwa Muh. Azis tahir sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan, tidak ada alasan pembenar atau alasan-alasan 
yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. 
Penerapan sanksi pidana pada terdakwa, dalam tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun 
dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 289 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menurut 
penulis, Jaksa Penuntut Umum semestinya menuntut kepada para terdakwa 
dengan UU RI ITE Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
Berdasarkan beberapa tinjauan teoritis sebagaimana telah 
dikemukakan pada bagian sebelumnya. Maka penulis berpendapat bahwa 
bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor 
1320/PID.B/2008/PN. Mks adalah terdakwa dijatuhi pidana maksimum yang 
sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE disebabkan tidak ada 
alasan pembenar dan alasan penghapus perbuatan pidana, dan para Terdakwa 
merupakan anggota kepolisian yang mestinya melindungi warga Negara 
tetapi para terdakwa malah yang melakukan tindak pidana pornografi dengan 
mengatas namakan jabatan. 
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1. Analisis yuridis  : 
Dalam penerapan sanksi pidana terdakwa terbukuti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 27 Ayat (1) juncto pasal 45 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi 
Elektronik Karena telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu 
terdakwa  memiliki dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan 
terdakwa dengan sengaja mendistribusikan, menstransmisikan, dan membuat 
dapat diaksesnya dokumen elektronik dalam hal ini yaitu gambar yang 
memuat bentuk tubuh manusia tanpa busana yang melanggar kesusilaan 
sehingga terdakwa dijatuhi pidan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana 
denda sebesar Rp  250.000.000,- (dua ratus lima puluh  juta rupiah) subsideir  
4 (empat) bulan pidana kurungan. 
2. Analisa Penulis 
Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku 
pornografi yang teresebar luas di masyararakat minimal harus dilihat dari dua 
aspek, yaitu antara lain :
3
 
1. Aspek waktu atau masa pembuatan benda pornografi itu dilakukan; 
2. Aspek waktu atau masa penyebarluasan benda pornografi di masyarakat. 
Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
yang dapat diterapkan terhadap pelaku pornografi, yaitu antara lain:
4
 
1. Pasal 282 ayat (1) KUHPidana; 
2. Pasal 282 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 
                                                           
3 Neng Djubaedah. Op. Cit., hlm. 151 
4 Loc. Cit 
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3. Pasal 282 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana; 
4. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
5. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
6. Pasal 6 jo. Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
7. Pasal 8 jo. Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
8. Pasal 9 jo. Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
Untuk masuk dalam pembahasan mengenai penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam putusan nomor 
1320/PID.B/2008/PN.Mks. perlu diketahui terlebih dahulu mengenai posisi 
kasus dan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 
dalam bab ini.  
Adapun  rumusan  surat  dakwaan  yang  diajaukan   oleh  Jaksa 
Penuntut Umum sebagai berikut : 
Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan 
terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi fahruddin dan LK. Syahrul bin 
Lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak 
dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di 
jalan danau tanjung bunga Makassar, mereka melakukan Anggreani Leo 
mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II 
Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing memegang 
handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot kemaluan korban Fitria 
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Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping 
saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk 
memastikan korban Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan 
badan sambil mengatakan“Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak 
kau” sedangkan saksi Andi Fahruddin tetap berdiri di samping pintu mobil 
sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya. 
1. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir 
mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assidiq, langsung 
diarahkan menuju ke pos menemui rekannya dan menyampaikan bahwa 
ada hasil rekaman sebagai barang bukti sepasang muda-mudi yang 
setengah telanjang habis melakukan hubungan intim, selanjutnya rekan 
para terdakwa meminta rekaman video tersebut, lalu terdakwa I Jonas 
Bumbungan memerintahkan rekannya yaitu saksi Sadar, saksi saksi 
faisal, dan saksi Adiawarman masing-masing untuk mengaktifkan 
bluetoot handphonenya sehingga rekaman video tersebut tertransfer ke 
handphone saksi Sadar, saksi Faisal dan saksi Adiawarman sampai 
akhirnya beredar kemana-mana. 
2. Dan pada bulan mei 2009 saksi korban kaget melihat rekaman video 
dirinya di handphone teman kampusnya yang bernama Asni. 
3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu 
berkepanjangan. 
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Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana 
dalam ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE No. 11 tahun 2008 
Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. 
Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan. 
 
Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan. 
Penjelasaan unsur-unsur dari dakwaan di atas yang didakwakan 
Penuntut Umum sebagai berikut : 
1. Unsur barang siapa 
Unsur setiap orang sebagai subyek hukum dapat terpenuhi jika orang 
yang melakukan perbuatan. Jadi jelas arti barang siapa disini yang 
dimaksudkan adalah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II 
Muh. Azis, sebagaimana identitasnya yang telah diuraikan dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa-
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Terdakwa bahwa benar para terdakwa merekam alat kemaluan Fitria 
karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; 
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. 
Yang dimaksud dengan unsur ini adalah karena perbuatan dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa 
benar setelah celana pendek dan celana dalam saksi Fitria terbuka 
Terdakwa Jonas Bumbungan dan Terdakwa Muh. Azis Tahir merekam/ 
memotret kemaluan saksi Fitria yang telah kelihatan, Setelah Terdakwa I 
Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir mengambil gambar, 
korban fitriani bersama saksi Assidiq, langsung diarahkan menuju ke pos 
menemui rekannya dan menyampaikan bahwa ada hasil rekaman sebagai 
barang bukti sepasang muda-mudi yang setengah telanjang habis 
melakukan hubungan intim, selanjutnya rekan para terdakwa meminta 
rekaman video tersebut, lalu terdakwa I Jonas Bumbungan 
memerintahkan rekannya yaitu saksi Sadar, saksi saksi faisal, dan saksi 
Adiawarman masing-masing untuk mengaktifkan bluetoot handphonenya 
sehingga rekaman video tersebut tertransfer ke handphone saksi Sadar, 
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saksi Faisal dan saksi Adiawarman sampai akhirnya beredar kemana-
mana. Dan pada bulan mei 2009 saksi korban kaget melihat rekaman 
video dirinya di handphone teman kampusnya yang bernama Asni. 
Bahwa benar hasil rekaman tersebut diketahui oleh tema-teman saksi 
Fitria dan keluarganya. Sehingga menurut Penulis unsur ini terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan itu. 
Yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti 
kata bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang. Yaitu orang 
yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) 
peristiwa tersebut. Jadi kedua orang tersebut secara bersama-sama 
melakukan unsur dari tindak pidana tersebut. 
Dalam fakta persidangan terungkap bahwa benar yang merekam alat 
kemaluan saksi Fitria dilakukan oleh Para terdakwa. Sehingga menurut 
Penulis unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Demikian rumusan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan 
Penuntut Umum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Bertolak pada  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  telahm 
dikemukakan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU 
Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 
1320/PID.B/2008/PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum 
memperhatikan asas lex speciali derogate legi genarale yaitu ketentuan 
pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat 
umum.  
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam 
perkara nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut 
Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 
27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  
B. Implikasi Judul 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini sebagai berikut:  
1. Disarankan bagi penegak hukum agar memperhatikan asas lex speciali 
derogate legi generale yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus 
meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. 
2. Anggota Kepolisian mestinya memberikan contoh yang baik kepada 
masyarakat, sebagaimana tugasnya sebagai pengayom, pelindung dan 
menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.  
